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PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR , 9 b. TAHUN zooe

TENTANG

SISTEM DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KATINGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam BAB Xl Bagian Pertama

Pasal 232 ayat (1), (2) dan Bagian Kedua Pasal 239 ayat (1), (2)

Peraturan fUenieii 
'Dalam 

Negeri No. 13 Tahun 2006 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2AA7 terhadap

perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun

2OOO tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dqerah, perlu

ditetapkan Feraturan Bupati Katingan tentang Sistem dan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan ;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan

dengan Peraturan BuPati Katingan ;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20A2 tentang Pembentukan

Kabuplten Kaiingan, Kabupaten Seruyan,,,Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
-Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi

Kalimantan tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OAz

Nomor 18 Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4180) ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang (9y3ng-?n Negara

[l-"*nirrn Nigara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286'l;

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A04 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembiran Nelgara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,

iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a355) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2A04 tentang Pembentukan
peratuian peruidang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2OO4 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4389) 
' 

,



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan d"an Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

rueglra Republik lnoJnesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Leribaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2A04 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan 
-Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah

demniran Neiara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,

iambahan Leirbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437\

sebagaimana telah diubah dengan Undang-U.ndang Nomor 8. Tahun

2005 tentang Penetapan Perafuran Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Norior 3 Tahun 2oAs Tentang Perubahan Undang-Undang

Nomoi3Z Tahun 2OO4 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-

UnOang (Lembaran Negara Refublik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a5a8) ;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuan[an Antaia Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

trlegari Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2oo5 tentang standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4503) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4575);

11. peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomoi138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4576);

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

lndonJsia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

lndonesia Nomor ailQ ;

ls.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

l6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
ii



lT,Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2008 tentang
pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah
'KabuPaten Katingan.

18.Perda Kabupaten Katingan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:
. t.i

Menetapkan' I[[f,lx[ti"EH,'#iffi]'sf#^I:[H!"^,elilff Rffi,f='TJAKAN
Pasal 1

Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan

sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini-

Pasal 2 i''

Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan

merupakan rangkaian prosedur/aturan langkah-langkah untuk mengolah

data/dokumen sumber sampai dengan dihasilkan laporan keuangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam &f,ffih Daerah Kabupaten Katingan.

?uri-4
Ditetapkan di Kasongan

f 
aOa tanggal, 2{ Februari 2009

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal, xt{" Februari 2009
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